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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan 

daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun 

rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, 

untuk jangka panjang, menengah dan pendek, dokumen perencanaan 

pembangunan jangka pendek tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). 

RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah 

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan 

sampai penyusunan anggaran.  

Rancangan awal RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan 

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rancangan Awal RKPD 

disempurnakan menjadi Rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh 

Rancangan Renja Perangkat Daerah, verifikasi dimaksud dilakukan dengan 

mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada 

setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program 

prioritas pada rancangan awal RKPD.  

Rancangan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPD 

berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota, 

Surabaya, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP. Rancangan 

Akhir RKPD kemudian ditetapkan menjadi RKPD melalui Peraturan Kepala 

Daerah. 
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 

Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4287);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubaha Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 

tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4578); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor                     

21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita 

Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 

2036); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; 

17. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014 - 2019; 

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang RKPD 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018; 

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025; 
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20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034; 

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-

2021; 

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Surabaya Nomor 10). 

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

Dokumen RKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan 

dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kota 

Surabaya Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Periode 

2016-2021 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 

dan RPJMN Tahun 2015-2019. Pada lingkup pemerintah daerah, RKPD 

digunakan sebagai pedoman dalam penyempurnaan Rancangan Rencana 

Kerja (Renja) PD menjadi Renja PD.  

Sesuai tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa 

Rancangan awal RKPD perlu mengacu pada RPJMD Kota Surabaya, RPJMD 

provinsi dan RPJMN melalui penyelarasan program dan kegiatan 

pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi dan 

prioritas pembangunan nasional. RKPD digunakan untuk memberikan panduan 

kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Surabaya dalam menyusun Racangan 

Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan 

pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun 

menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Serangkaian kegiatan 

yang dilakukan dalam perumusan RKPD meliputi pengolahan data dan 
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informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan 

keuangan daerah sampai dengan perumusan prioritas dan sasaran 

pembangunan daerah serta perumusan program prioritas.  

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya 

dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem 

perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. 

Gambar 1.1 
Alur Penyusunan RKPD 

 

 
Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 

17 tentang Keuangan Negara 
 

 

1.4 Sistematika Dokumen RKPD 

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

1.3. Hubungan antar Dokumen 

1.4. Sistematika Dokumen RKPD 

1.5. Maksud dan Tujuan 
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II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintah 

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 

Berjalan dan Realisasi RPJMD 

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 

III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

IV. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan 

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembagunan  

4.2. Prioritas Pembangunan 

V. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah 

VI. Penutup 

 

1.5 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan 

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat 

pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam 

pembangunan daerah. 

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2018 adalah untuk: 

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka 

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan 

pembangunan daerah; 

2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan 

Renja SKPD; 

3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan 

pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan 

pembangunan tahun sebelumnya; 

4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah. 


